
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN
2OO5 TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2OO5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI PATI,

a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 13
Mei 2005 Nomor 903107057 perihal Hasil Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapaian dan Belanja Daei'ah Kabupaien Paii Tahun
Anggaran 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu
diubah ;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2005',

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 ) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569 ) ;
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3688 ) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3851 ) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4355 ) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389 ) ;

9. Undang-undang Nomor '15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4421 )',

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437 );

12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',
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l3.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4165 ) :

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a022);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4024 ) ;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027 );

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keciudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A01
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4138 ) ;

l9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4139 ) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
serta Jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4287 );

2l.Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perurakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2A04 Nomor 90 ) ;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005
Nomor 1 ) ;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2005 ( Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005
Nomor'1 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

M EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2OO5 TEN]'ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2005 Nomor 2) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
setelah perubahan sebesar Rp 467.870.3'16.000,00 dengan
perincian sebagai berikut :

L Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah

Rp 457.061.889.000,00
Rc

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 457.061.889.000.00

2. Belanja
a. Semula Rp 479.054.209.000,00
b. Bertambah Rp
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 79.054.209.000,00

Surplus / ( Defisit ) setelah perubahan Rp 21.992.320.000.00



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1). Semula Rp 30.892.320.000,00
2). Bertambah Rp

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 30.892.320.000,00

b. Pengeluaran

1). Belanja Pembiayaan

Semula Rp 30.892.320.000,00
Berkurang (Rp 21.992.320.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 8.900.000.000,00

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan
Surplus Rp 21.992.320.000.00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari .

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

2. Lampiran ll Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

3. Lampiran lll Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut
Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;

4. Lampiran lV Daftar Piutang Daerah ;

5. Lampiran V Daftar lnvestasi ( Penyertaan ) Daerah ;

6. Lampiran Vl Daftar Dana Cadangan ;

7. Lampiran Vll Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ;

8. Lampiran VlllNeraca Tahun Anggaran yang lalu.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


